


 

 

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN 
PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 

Jalan : R.A.A. Kusumahsubrata No. 7 Tlp. (0265) 775815  
 

 
 

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS 
 NOMOR   :    /             – PERENCANAAN / 2021   

 LAMPIRAN   : 1 (satu) berkas 
 

TENTANG 

 
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  

PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN  

DAN LINGKUNGAN HIDUP 
TAHUN 2019-2024 

 

BUPATI CIAMIS, 
 

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat 
(1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Bupati Ciamis 
Nomor  38  Tahun 2019 tentang Indikator Kinerja 

Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama 
Perangkat Daerah Lingkungan Pemerintah 

Kabupaten Ciamis; 

  b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama 

sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, 
perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati Ciamis; 

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

  
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 

  
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 

Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi 

Pemerintah; 

  
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 

Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 

  
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur 

Negara Republik Indonesia Nomor PER/9/M.PAN/5 
Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan 

Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

 



 

  
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 
53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas 
Laporan Kinerja; 

  
7. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024;  

  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah; 

  
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 

tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan 

Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;   

  
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2016 

tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur 
Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup. 

  
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor  38  Tahun 2019 

tentang Indikator Kinerja Utama Daerah dan 
Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah 

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS TENTANG INDIKATOR KINERJA 

UTAMA (IKU) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN 

PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP 

KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran Keputusan Bupati Ciamis ini, merupakan acuan 

ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing 
bidang/bagian pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup untuk menetapkan  
rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan 

anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun 
laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja 
sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 

2019-2024; 

KEDUA : Indikator Kinerja Utama pada Dinas Perumahan Rakyat, 
Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 

Ciamis, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Keputusan ini; 

 

 



 

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum 

KESATU, disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja 
Utama Pemerintah Kabupaten Ciamis dan ditetapkan dalam 

bentuk Keputusan Bupati Ciamis; 

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam 

Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan 

sebagaimana mestinya. 

 

Ditetapkan di Ciamis 

Pada tanggal                   2021 

 
a.n. BUPATI CIAMIS 

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS 
 
 

 
 

H. TAUFIK GUMELAR 

 
 

 
 

 
 
 

 



 

 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS 

NOMOR :  

TENTANG : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN 

   DAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2019-2024 
 
 
 

1. Nama Organisasi : Pemerintah Kabupaten Ciamis 

2. Unit Kerja : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten 
Ciamis 

3. Tugas dan Fungsi : Membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Rakyat,  

Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta  

Tugas Pembantuan sesuai Bidang Tugasnya. 

 a. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan 

hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; 

 b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan 

hidup sesuai dengan lingkup tugasnya; 

 c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; 

 d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan 

 e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

4. Indikator Kinerja Utama : 

 

No. 
Sasaran 

Renstra 

Indikator Kinerja 

Utama 

 

Satuan 

Penjelasan 

Penanggung 

Jawab 

Ket. 

/Kriteria 
Alasan Sumber Data 

Formulasi/Cara 
Pengukuran 

(1) (2

) 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1. Meningkatnya 
kinerja 
organisasi 
Perangkat 
Daerah dalam 
memberikan 
pelayanan 
kepada 
masyarakat 

1. Indeks Kualitas 
Masyarakat 
(IKM) 

Poin Sesuai amanat PP Nomor 60 Tahun 
2008, bahwa SPIP diselenggarakan 
secara menyeluruh dilingkungan 
pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah 

Hasil  Penilaian 

 

DPRKPLH 

 

2. Level Maturitas 
SPIP 

Poin Nilai Evaluasi AKIP Dinas PRKPLH 
Kabupaten Ciamis diukur sesuai 
dengan Permenpan No. 25/2012 
tentang Juklak Evaluasi AKIP  
 

Hasil Penilaian Nilai Evaluasi AKIP 
diukur sesuai dengan 
Permenpan No. 
20/2013 tentang 
Juklak Evaluasi AKIP 
 

DPRKPLH 

 

3. Hasil Evaluasi 
AKIP 

Poin Sesuai amanat PP Nomor 8 Tahun 
2006, bahwa Peningkatan Kualitas 
pelaporan Keuangan harus dilakukan 
mulai dari tahapan perencanaan 
penganggaran,penata 
usahaan,pertanggungjawaban,dan 
penyusunan laporan keuangan  

Hasil Penilaian 

 

DPRKPLH 

 

4. Kualitas 
Pelaporan 
Keuangan 

Poin Untuk memenuhi UU Nomor 25 
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik  

Hasil Pendataan 

 

DPRKPLH 
 

 

2. Meningkatnya 
ketersediaan 
Rumah Layak 
Huni 

1. Persentase 
Peningkatan 
Jumlah 
Rumah Tidak 
Layak Huni 
menjadi 
Rumah Layak 
Huni 

% Berdasarkan Surat Edaran Kemenpera 
Nomor 14 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Bantuan 
Stimulan Bagi Masyarakat 
Berpenghasilan Rendah  

 

Hasil Pendataan 
 
 
 
 

 

Jumlah rumah tidak 
layak huni yang 
terbangun/jumlah 
seluruh rumah x 100% 
 
 
 
 
 
 

 

• Bidang 
Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 

 

 

3. Meningkatnya 
Kualitas 
kawasan 
kumuh 

1. Persentase 
Luas 
Permukiman 
Kumuh yang 
ditangani (%) 

% Untuk memenuhi UU Nomor 17 
Tahun 2007 tentang RPJPN Kota 
Tanpa Permukiman Kumuh serta 
Surat Keputusan Bupati Ciamis 
Nomor 648/KPTS.501-HUK/2017 
tentang Penetapan Lokasi Perumahan 
Kumuh dan Permukiman Kumuh di 
Kabupaten Ciamis 

- SK. Kumuh 

- Hasil 
Pendataan 

Luas Kawasan Kumuh 
yang ditangani/jumlah 
luas kawasan kumuh 
yang ditetapkan x 
100% 

• Bidang 
Perumahan 
dan Kawasan 
Permukiman 

  



 

No. 
Sasaran 
Renstra 

Indikator Kinerja 
Utama 

 
Satuan 

Penjelasan 

Penanggung 
Jawab 

Ket. 
/Kriteria 

Alasan Sumber Data 
Formulasi/Cara 

Pengukuran 

(1) (2

) 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

4. Meningkatnya 
upaya 
pengendalian  
pencemaran 
dan/atau 
kerusakan 
lingkungan  
hidup serta  
pelestarian 
kawasan 
lindung dan 
berfungsi 
lindung serta 
melalui 
konservasi 
Sumber Daya 
Alam 

1. Indeks 
Kualitas 
Udara (IKU) 
 
Penggunaan 
kualitas air : 
PH, TDS, 
Temperatur, 
DO, Debit, 
TSS, Fecal 
coli, Coliform, 
BOD, COD, 
Amonia, 
Nitrat, Fosfat 

Poin Berdasarkan Surat Edaran 
Kementrian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan RI 
Nomor:S.263/P3Efw/10/2015 
tanggal 9 Oktober Tahun 2015, 
bahwa perlu menetapkan IKLH 
menjadi salah satu program strategis 
Dinas Lingkungan Hidup 
Kabupaten/Kota, dan menargetkan 
peningkatan IKLH menjadi sasaran 
strategis dalam RPJMD 

- Hasil 
Pengukuran 
Indeks Kualitas 
Udara 

 

 
 
 
 

IPKU =  
40% Indeks SO2 + 40% 
Indeks NO2 + 20% 
Indeks PM2.5 

• Bidang 
Pencemaran 
dan 
Kerusakan 
Lingkungan 

• Bidang Tata 
Lingkungan 

• Bidang 
Penaatan dan 
Peningkatan 
Kapasitas 
Lingkungan 
Hidup 

 

 

2. Indeks 
Kualitas Air 
(IKA) 
 
Pengujian 
Kualitas 
Udara : SO2, 
NO2 

Poin 

- Hasil 
Pengukuran 
Indeks Kualitas 
Air 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Indeks 
Kualitas 
Tutupan 
Lahan (IKTL) 
 
Pengujian 
Kualitas 
Tutupan 
Lahan : TH, 
TnH 

Poin Baseline Data 
Kementrian 
Lingkungan 
Hidup 
(Perhitungan 
IKLH untuk ITH) 

 

 

 

  

 

 

 



 

No. 
Sasaran 
Renstra 

Indikator Kinerja 
Utama 

 
Satuan 

Penjelasan 

Penanggung 
Jawab 

Ket. 
/Kriteria 

Alasan Sumber Data 
Formulasi/Cara 

Pengukuran 

(1) (2

) 
(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

  1. Persentase 
Penanganan 
dan 
Pengurangan 
Sampah 

% Berdasarkan UU  No. 18 tahun 2008 
tentang pengelolaan sampah, PP No. 81 
tahun 2012 tentang pengelolaan 
sampah  rumah tangga dan sampah 
sejenis sampah rumah tangga, Perpres 
No. 97 tahun 2017 tentang Jakstranas 
pengelolaan sampah rumah tangga dan 
sampah sejenis sampah rumah tangga, 
Perda No. 2 tahun 2018 tentang 
Jakstrada pengelolaan sampah rumah 
tangga dan sampah sejenis sampah 
rumah tangga. Bahwa Jakstrada harus 
sejalan dengan RPJMD karena 
jakstrada sebagai acuan perencanaan 
pengelolan sampah sampai tahun 
2025. Dalam Jakstranas dan Jakstrada 
ada 2 konsep pengelolaan sampah 
yaitu penangan sampah yang 
dilakukan pemerintah dan 
pengurangan sampah yang dilakukan 
masyarakat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perbub Ciamis 
Nomor 32 Tahun 

2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a.Pengurangan 
Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah 
Rumah Tangga 
sebesar 30% (tiga 
puluh persen) dari 
angka timbulan 
Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah 
Rumah Tangga 
sebelum adanya 
kebijakan dan strategi 
nasional pengurangan 
Sampah Rumah 
Tangga dan Sampah 
Sejenis Sampah 
Rumah Tangga di 
tahun 2025; dan 

• Bidang 
Kebersihan dan 
Pertamanan 

 
 

 

         

 
Ditetapkan di Ciamis 
Pada tanggal                       2021 

 
An. BUPATI CIAMIS 

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS 
 
 

 
 

H. TAUFIK GUMELAR 

 
 



 

TARGET INDIKATOR KINERJA UTAMA 
PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS 

TAHUN 2019 – 2024 
 

TUJUAN INDIKATOR TARGET 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA UTAMA 
SATUAN 

KONDISI 
AWAL 

(TAHUN 2019) 

TARGET 

2021 2022 2023 2024 

Tata kelola 

pemerintahan yang 

efektif dan efesien 

dalam memberikan 

pelayanan publik yang 

berkualitas 

Indeks 

Reformasi  

Birokrasi 

DPRKPLH 

88,65 Meningkatnya 

kinerja organisasi 

Perangkat Daerah 

dalam 

memberikan 

pelayanan kepada 

masyarakat 

Indeks Kualitas 

Masyarakat (IKM) 

Point 88,65 88,59 88,61 88,63 88,65 

Level Maturitas SPIP Point Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 Level 3 

Hasil Evaluasi AKIP Point 75,91 75,88 75,89 75,90 75,91 

Kualitas Pelaporan 

Keuangan 

Point 733,50 718,50 723,50 728,50 733,50 

Meningkatnya Kualitas  

Perumahan dan 
Kawasan Permukiman 
Secara Merata 

Persentase 

Rumah Layak 

Huni 

1,42% Persentase 

Peningkatan 

Jumlah Rumah 

Tidak Layak Huni 

menjadi Rumah 

Layak Huni 

Persentase Rumah 

Layak Huni Yang 

Tersedia 

Persentas

e 

0,42% 0,67% 0,92% 1,17% 1,42% 

 99,98% Persentase Luas 
Permukiman 
Kumuh yang 

ditangani (%) 

Persentase Luas 
Permukiman Kumuh 
yang ditangani (%) 

Persentas

e 

75,82% 81,86% 87,90% 93,94% 99,98% 

Meningkatnya kualitas 

Lingkungan Hidup 

Indeks 

Kualitas Air 

(IKA), Indeks 

Kualitas 

Udara (IKU), 

Indeks 

Kualitas 

Tutupan 

Lahan (IKTL) 

59,67 

79,99 

33,34 

 

Meningkatnya 

upaya 

pengendalian  

pencemaran 

dan/atau 

kerusakan 

lingkungan  hidup 

serta  pelestarian 

kawasan lindung 

dan berfungsi 

lindung serta 

melalui konservasi 

Sumber Daya 

Alam 

Penggunaan kualitas 

air : PH, TDS, 

Temperatur, DO, 

Debit, TSS, Fecal coli, 

Coliform, BOD, COD, 

Amonia, Nitrat, Fosfat 

Poin 59,67 59,67 59,67 59,67 59,67 

Pengujian Kualitas 

Udara : SO2, NO2 
Poin 79,99 79,99 79,99 79,99 79,99 

Pengujian Kualitas 

Tutupan Lahan : TH, 

TnH 

Poin 33,34 33,34 33,34 33,34 33,34 

Persentase 

Penanganan dan 

Pengurangan 

Sampah 

% 82,52% 76,52% 78,52% 80,52% 82,52% 
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KATA PENGANTAR 

 

 

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat 

hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Indikator Kinerja 

Utama (IKU) 2019 - 2024 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari 

suatu tujuan yang telah ditetapkan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup 

Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan dengan adanya Indikator Kinerja 

Utama (IKU) ini, program kegiatan dapat terlaksana dengan baik dan 

lancar. 

Akhirnya, semoga  Indikator Kinerja Utama (IKU) yang kami susun 

ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan acuan bagi pihak-pihak yang 

memerlukannya. 

 

 

KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT, 

KAWASAN PERMUKIMAN DAN  

LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS 

 

 

 

Dr. H. Taufik Gumelar, ST. MM.  

NIP. 19780408 200212 1 006 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih 

meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka 

ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja 

Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat 

keberhasilan dan kegagalan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan 

kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran 

(DPA) OPD. Berdasarkan hal tersebut, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis selaku Organisasi 

Perangkat Daerah ( OPD ) juga menetapkan Indikator Kinerja utama yang 

mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagai Instansi teknis dalam 

pembangunan perumahan, kawasan permukiman dan lingkungan hidup, 

disesuaikan dengan Visi Kabupaten Ciamis yaitu “Mantapnya Kemandirian 
Ekonomi, Sejahtera Untuk Semua” dan misi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis yaitu 

Meningkatnya Ketersediaan Infrastruktur yang Mendukung 

Pengembangan Wilayah, Meningkatkan Kualitas dan Daya Dukung 

Lingkungan Untuk Mendukung Pembangunan. 

 

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN 

Penetapan indikator kinerja utama Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis disusun 

dengan maksud dan tujuan : 

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan 

dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas perumahan permukiman 

dan lingkungan hidup yang berdampak pada pembangunan daerah 

dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan Indikator Kinerja 

yang ditetapkan. 
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2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan 

dan sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis sehingga 

dapat digunakan untuk perbaikan Kinerja dan peningkatan 

akuntabilitas kinerja. 

 

1.3 LANDASAN HUKUM 

Yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan indikator utama 

pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Ciamis adalah : 

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan 

Angkutan Jalan; 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-undang Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4576); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran 

negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 

6. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 
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7. Peraturan Menpan Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman 

Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi 

Pemerintah; 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 Tentang 

Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah; 

10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah; 

11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 43 Tahun 2016, tentang Tugas, 

Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup; 

12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor  38  Tahun 2019 tentang Indikator 

Kinerja Utama Daerah dan Indikator Kinerja Utama Perangkat 

Daerah Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis. 
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BAB II 

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA 

 

 

2.1 DEFINISI INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan 

akuntabilias kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan 

indikator kinerja utama (key performance indicators) di lingkungan 

instansi masing-masing.  

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu 

tujuan yang telah ditetapkan. Banyak pendapat mengenai pengukuran 

kinerja, Menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan 

metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini 

menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja. 

Untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). 

Penetapan indikator didasarkan pada masukan (inputs), keluaran 

(output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact).  

Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan 

bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-

masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang 

digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. 

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/ atau 

kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau 

tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus 

merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan 

sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu 

program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator 

kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) 

kebijaksanaan /program/ kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / 

unit kerja yang melaksanakan. 
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2.2 SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA 

Penetapan indikator utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria 

indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Satuan Kerja 

Perangkat daerah (SKPD) yaitu : 

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan 

interpretasi yang berbeda. 

2. Dapat dicapai (Measurable), yaitu dapat diukur/ dikuantifikasi secara 

obyektif. 

3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan 

diukur. 

4. Menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur. 

5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan. 

Dalam penetapan dan pemilihan indikator kinerja utama hendaknya 

mempertimbangkan hal – hal sebagai berikut : 

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA 

dan Kebijakan Umum. 

2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi SKPD. 

3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas 

kinerja. 

4. Kebutuhan statistic pemerintah. 

5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan. 
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BAB III 

GAMBARAN UMUM  

 

 

3.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan 

Hidup Kabupaten Ciamis merupakan unsur pelaksana urusan 

pemerintahan bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan 

lingkungan hidup, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di 

bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

Susunan organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman 

Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis berdasarkan Peraturan Bupati 

Ciamis Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja 

Unsur Organisasi  Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perumahan 

Rakyat, Kawasan Permukiman Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis  

Dan Nomor 43 Tahun 2016, Tentang Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Unsur 

Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman Dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis Terdiri Dari : 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat, membawahkan : 

a. Sub Bagian Perencanaan; 

b. Sub Bagian Keuangan; dan  

c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. 

3. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman, membawahkan : 

a. Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; 

dan 

b. Seksi Prasarana,Sarana dan Utilitas Umum. 

4. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan, membawahkan : 

a. Seksi Penanganan Persampahan; 

b. Seksi Pengembangan Persampahan; dan 

c. Seksi Pertamanan dan Pemakaman. 
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5. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan: 

a. Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup; 

b. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup; dan 

c. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan. 

6. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, membawahkan; 

a. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan 

b. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 

7. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, 

membawahkan; 

a. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan; dan 

b. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

8. UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas) 

a. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah Ciamis, 

Kelas A; 

b. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Banjarsari, Kelas A; 

c. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah Kawali, 

Kelas A; 

d. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Panumbangan, Kelas A; 

e. UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A 

9. Kelompok Jabatan Fungsional 

 

Tugas dan Fungsi 

3.1.1 Kepala Dinas 

Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat, 

kawasan permukiman dan lingkungan hidup yang menjadi 

kewenangan Daerah serta Tugas Pembantuan sesuai bidang 

tugasnya. 
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Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana di 

atas menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan 

rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

2. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan perumahan 

rakyat, kawasan permukiman, dan lingkungan hidup sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup 

tugasnya; 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait tugas 

dan fungsinya. 

 

3.1.2 Sekretariat : 

1. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas; 

2. Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi 

perencanaan dan program Dinas, pengkajian perencanaan 

dan program, serta pengelolaan keuangan, kepegawaian dan  

umum. 

3. Sekretariatmenyelenggarakan fungsi: 

a. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi 

perencanaan, program kerja Dinas; 

b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program 

kesekretariatan; 

c. penyelenggaraan pengkajian dan koordinasi 

pengelolaan data dan informasi, monitoring, evaluasi  

dan pelaporan kinerja Dinas; 

d. penyelenggaraan pengelolaan administrasi keuangan; 
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e. penyelenggaraan pengkajian anggaran belanja; 

f.      penyelenggaraan pengendalian administrasi belanja; 

g. penyelenggaraan pengelolaan asset/barang milik 

daerah; 

h. penyelenggaraan pengelolaan administrasi 

kepegawaian; 

i.      penyelenggaraan penatausahaan, kelembagaan dan 

ketatalaksanaan; 

j.      penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga 

dan perlengkapan; 

k. penyelenggaraan penyusunan bahan rancangan 

pendokumentasian perundang-undangan, pengelolaan 

perpustakaan, protokol  dan hubungan masyarakat; 

l.      penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan 

kearsipan; 

m. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

n. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

o. pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.2.1  Sub Bagian Perencanaan 

1) Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. 

2) Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas penyiapan dan 

koordinasi penyusunan perencanaan, program dan informasi 

serta penatalaksanaan hubungan masyarakat di lingkungan 

Dinas. 

Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi: 

a) pelaksanaan,koordinasi dan penyusunan perencanaan 

dan program kerja dinas; 

b) penyiapan, penyusunan, dan analisis bahan rencana 

perumusan kebijakan, program dan kegiatan; 
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c) penyiapan, pengumpulan, penyusunan, dan analisis 

bahan rencana anggaran; 

d) pengumpulan, pengolahan, analisis data hasil  

pemantauan pelaksanaan program, kegiatan, dan 

anggaran; 

e) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kinerja, program, 

kegiatan, dan  anggaran; 

f)      pelaksanaan kegiatan kehumasan dan keprotokolan 

meliputi pelaksanaan publikasi, dokumentasi, urusan 

pemberitaan, hubungan media, dan hubungan antar 

lembaga; 

g) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

h) penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya;dan 

i)      pelaksanaan fungsi lain  yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.2.2 Sub Bagian Keuangan 

1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub 

Bagianberada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Sekretaris. 

2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan dan koordinasi penyelenggaraan urusan 

keuangan dan pengelolaan asset/barang milik daerah di 

lingkungan Dinas. 

3) Sub Bagian Keuangan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Pelaksanaan  penyusunan bahan dan penyipan 

anggaran Dinas; 

b) Pelaksanaan pengadministrasian dan pembukuan 

keuangan Dinas; 

c) Pelaksanaan perbendaharaan keuangan; 
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d) Pelaksanaan penyiapan bahan pembinaan 

administrasi keuangan; 

e) Pelaksanaan penatausahaan  belanja langsung dan 

belanja tidak langsung Dinas dan UPT; 

f) Pelaksanaan Verifikasi keuangan; 

g) Pelaksanaan akuntansi dan  peyiapan bahan 

pertanggungjawaban keuangan; 

h) Pelaksanaan dan koordinasi penyusunan bahan 

evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan; 

i) Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelola 

keuangan; 

j) Pengelolaan asset/barang milik daerah di lingkungan 

Dinas; 

k) Pelaksanaan koordinasi dengan unit  kerja terkait; 

l) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

m) Pelaksanaan fungsi lainyang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.2.3 Sub Bagian Kepegawaian dan Umum 

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh 

Kepala Sub Bagian berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Sekretaris. 

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 

melaksanakan penyiapan dan koordinasi tatalaksana, 

kepegawaian dan dukungan administrasi umum yang 

menjadi  tanggung jawab Dinas. 

3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam 

melaksananakan tugas menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, 

pengembangan karir, kesejahteraan dan disiplin 

pegawai, dan pengelolaan administrasi kepegawaian 

lainnya; 
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b) Penyusunan bahan penyelenggaraan  pembinaan 

kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga; 

c) Pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan 

perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan; 

d) Pengelolaan perlengkapan Dinas; 

e) Pelaksanaan pengelolaan rumah tangga, ketertiban, 

keindahan sertakeamanan kantor; 

f) Pelaksanaan penyusunan rencana kebutuhan sarana 

dan prasarana, pengurusan rumah tangga, 

pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, 

kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, 

keindahan dan keamanan kantor; 

g) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

h) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh  

pimpinan terkait dengan tugasdan fungsinya. 

 

3.1.3 Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman : 

1. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dipimpin oleh 

Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas; 

2. Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan dan perumusan program, evaluasi serta 

pelaporan Bidang Perumahan dan Pemukiman. 

Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan 

perumahan dan kawasan perdesaan dan perkotaan; 
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b. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi 

pembangunan, rehabilitasi, pengembangan perumahan 

pemeliharaan prasarana kawasan pedesaan dan perkotaan; 

c. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi 

operasional serta NSPK (Norma Standar, Prosedur dan 

Kriteria) perumahan perkotaan dan perdsaan serta 

pengembangan kawasan permukiman; 

d. Pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan dan 

fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan dan 

perdesaan serta bantuan fisik pembnagunan perumahan 

sebagai stimulant; 

e. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah dalam rangka 

fasilitasi pengembangan kawasan pada desa/kelurahan serta 

masyarakat pengembang; 

f. Penataan lingkungan permukiman perumahan perkotaan, 

perdesaan dan kawasan; 

g. Penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan pedesaan, 

kawasan khusus dan perumahan susun; 

h. Pengumpulan dan pengolahan data penyehatan lingkungan 

permukiman pedesaan dan perkotaan; 

i. Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi 

pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana 

penyehatan lingkungan pemukiman pedesaan dan 

perkotaan; 

j. Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan strategi  

operasional serta NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan 

Kriteria) di bidang prasarana, sarana dan utilitas umum 

kawasan permukiman; 

k. Pelaksanaan  pemberian bantuan teknis dan fasilitasi 

pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum 

kawasan permukiman; 
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l. Penanganan peningkatan jalan lingkungan permkiman 

pedesaan dan perkotaan; 

m. Penanganan dan pengelolaan penyehatan lingkungan 

permukiman pedeesaan, perkotaan dan kawasan (sanitasi 

masyarakat); 

n. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

o. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

p. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya. 

 

3.1.3.1 Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman  

1) Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukiman dipimpin oleh kepala Seksi berada di 

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang 

Perumahan dan Kawasan Pemukiman 

2) Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukimansebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan penyusunan petunjuk 

teknis perencanaan, fasilitasi dan pembangunan 

pengelolaan perumahan rakyat dan kawasan 

permukiman 

3) Seksi Pengelolaan Perumahan Rakyat dan Kawasan 

Permukimandalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a) Pengumpulan dan pengolahan data pengembangan 

perumahan dan kawasan perdesaan dan perkotaan; 

b) perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi 

pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana 

penyehatan lingkungan pemukiman perdesaan dan 

perkotaan; 
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c) pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan 

strategi operasional serta NSPK (Norma Standar, 

Prosedur dan Kriteria) perumahan perkotaan dan 

perdesaan serta pengembangan kawasan 

permukiman; 

d) pelaksanaan pemberian bantuan teknis perencanaan 

dan fasilitasi pengembangan perumahan perkotaan 

dan perdesaan serta bantuan fisik pembangunan 

perubahan sebagai stimulan; 

e) pelaksanaan koordinasi dengan Pemerintah dalam 

rangka fasilitasi pengembangan kawasan pada 

desa/kelurahan serta masyarakat pengembang; 

f) penataan lingkungan permukiman perumahan 

perkotaan, perdesaan dan kawasan; 

g) penanganan kawasan kumuh di perkotaan dan 

perdesaan, kawasan khusus dan perumahan susun; 

h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

i) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.3.2     Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum  

1) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umumdipimpin 

oleh Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan 

Permukiman; 

2) Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umummempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan petunjuk teknis 

perencanaan, fasilitasi dan pembangunan prasarana , 

sarana dan utilitas umum. 
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3) Prasarana, Sarana dan Utilitas Umumdalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) menyelenggarakan fungsi: 

a) Pengumpulan dan pengolahan data penyehatan 

lingkungan permukiman pedesaan dan perkotaan; 

b) Perencanaan pembangunan, pelaksanaan fasilitasi 

pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan prasarana 

penyehatanlingkungan permukiman pedesaan dan 

perkotaan; 

c) Pelaksanaan penyusunan bahan kebijakan dan 

strategi operasional serta NSPK (Norma, Standar, 

Prosedur dan Kriteria) di bidang prasarana, sarana 

dan utilitas umum kawasan permukiman; 

d) Pelaksanaan pemberian bantuan teknis dan fasilitasi 

pengembangan prasarana, sarana dan utilitas umum 

kawasan permukiman; 

e) Penanganan peningkatan jalan lingkungan 

permukiman pedesaan dan perkotaan; 

f) Penanganan pembangunan sarana air bersih, air 

limbah serta drainase lingkungan permukiman 

perkotaan, perdesaan dan kawasan; 

g) Perencanaan dan pengelolaan penyehatan 

lingkungan permukiman pedesaan, perkotaan dan 

kawasan (sanitasi masyarakat); 

h) pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

i) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 
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3.1.4 Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan 

1. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan dipimpin 

oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

2. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan 

sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengelolaan kebersihan, persampahandan pertamanan; 

3. Bidang Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kebijakan penanganan sampah Daerah; 

b. Koordinasi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan 

dan pemrosesan akhir sampah 

c. Penyediaan sarana dan prasarana sampah; 

d. Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan 

sampah; 

e. Penetapan lokasi tempat TPS,TPST dan TPA sampah; 

f.      Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir 

dengan sistem pembuanganopen dumping; 

g. Penyusunan dan pelaksanaan sistem tanggap darurat 

pengelolaan sampah; 

h. Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah; 

i.      Pelaksanaan kerjasama dengan Kabupaten/Kota lain 

dan kemitraan dengan badan usaha pengelola sampah 

dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah; 

j.      Pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan 

sampah; 

k. Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan sampah, 

pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah  

yang diselenggarakan oleh swasta; 
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l.      Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan 

kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh 

pihak lain (badan usaha); 

m. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan kinerja 

pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh phak lain 

(badan usaha); 

n. Penyusunan informasi  pengelolaan sampah tingkat 

Kabupaten; 

o. Penetapantarget pengurangan sampahdan prioritas 

jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu; 

p. Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 

q. Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri; 

r.      Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan 

kemasan yang mampu diurai oleh proses alam; 

s.     Pembinaan pendaur ulang sampah; 

t.      Penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah; 

u. Pembinaan pemanfaatan kembali  sampah dari produk 

dan kemasan produk; 

v. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain; 

w. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

x. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.4.1 Seksi Penanganan Persampahan 

1) Seksi Penanganan Persampahan dipimpin oleh Kepala 

Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan 

2) Seksi Penanganan Persampahansebagaimana dimaksud 

pada ayat (1)  mempunyai tugas melaksanakan 

penyusunan rencana dan kegiatan pengelolaan 

kebersihan  
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3) Seksi Penanganan Persampahandalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan penanganan 

sampah di kabupaten; 

b) Penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi pemilahan, 

pengumpulan,pengangkutan  dan pemrosesan akhir 

sampah; 

c) Penyediaan sarana dan prasarana sampah; 

d) Pemungutan retribusi atas jasa layanan pengelolaan 

sampah; 

e) Penetapan lokasi tempat TPS, TPST dan TPA 

sampah; 

f) Pengawasan terhadap tempat pemrosesan akhir 

dengan sistem pembuangan open dumping; 

g) Penyusunan dan pelaksanaan sistem  tanggap 

darurat pengelolaan sampah; 

h) Pemberian kompensasi dampak negatif kegiatan 

pemrosesan akhir sampah; 

i) Pelaksanaan kerjasama dengan kabupaten/kotalain 

dan kemitraan dengan badan usaha pengelola 

sampah dalam menyelenggarakan pengelolaan 

sampah; 

j) Pengembangan investasidalam usaha pengelolaan 

sampah; 

k) Penyusunan kebijakan perizinan pengelolaan 

sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan 

akhirsampah yang disenggarakan oleh swasta; 

l) Perumusan kebijakan pembinaan dan pengawasan 

kinerja pengelolaan sampahyang dilaksanakan oleh 

pihak lain (badan usaha); 
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m) Pelaksanaan pembinaan dan 

pengawasankinerjapengelolaan sampah yang 

dilaksanakan pihaklain (badan usaha); 

n) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain; 

o) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

p) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.4.2 Seksi Pengembangan Persampahan 

1) Seksi Pengembangan Persampahan dipimpin oleh 

Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan. 

2) Seksi Pengembangan Persampahan mempunyai tugas 

melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan dan 

pertamanan. 

3) Pengembangan Persampahandalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan bahan penyusunan informasi pengelolaan 

sampah tingkat kabupaten; 

b) Penyiapan bahan mengenai penetapan target 

pengurangan sampah dan prioritas jenis sampah 

untuk setiap kurun waktu tertentu; 

c) Perumusan kebijakan pengurangan sampah; 

d) Pembinaan pembatasan timbunan sampah kepada 

produsen/industri; 

e) Pembinaan penggunaan bahan baku produksi dan 

kemasan yang mampu diuraioleh proses alam; 

f) Pembinaan pendaur ulang sampah; 

g) Penyediaan fasilitas pendaur ulang sampah; 

h) Pembinaan pemanfaatan kembali sampah dari 

produk dan kemasan produk; 
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i) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

j) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.4.3 Seksi Pertamanan dan Pemakaman 

1) Seksi Pertamanan dan Pemakaman dipimpin oleh 

Kepala Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Kebersihan dan Pertamanan. 

2) Seksi Pertamanan dan Pemakamansebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan penyelenggaraan pengelolaan 

pertamanan dan pemakaman; 

3) Seksi Pertamanan dan Pemakamandalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada  ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi : 

a) Pengelolaan dan pemeliharaan taman; 

b) Pengaturan dan penetapan bentuk taman; 

c) Pendataan dan penyiapan lokasi taman; 

d) Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan 

taman; 

e) Pengelolaan pembangunan dan pemeliharaan taman; 

f) Perencanaan pembangunan dan pemeliharaan 

pemakaman; 

g) Pelaksanaan pengadaan bibit tanaman untuk taman 

dan penghijauan; 

h) Pendistribusian bibit dan penanaman tanaman untuk 

keperluan taman dan penghijauan; 

i) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

j) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 
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k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

3.1.5 Bidang Tata Lingkungan 

1. Bidang Tata Lingkungan dipimpin oleh Kepala Bidang berada 

di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Bidang Tata Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan 

perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan dan penataan 

lingkungan hidup. 

3. Bidang Tata Lingkungan dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan 

fungsi : 

a. Penyusunan dokumen RPPLH; 

b. Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup (PDB 

dan PDRB hijau mekanisme insentif disinsentif, 

pendanaan lingkungan hidup); 

c. Penyusunan status lingkungan hidup daerah; 

d. Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; 

e. Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis 

kabupaten; 

f.      Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis daya 

dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

g. Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan RPPLH dalam 

RPJPD dan RPJMD; 

h. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

i.      Pemantauan dan evaluasi Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis; 

j.      Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang 

RPPLH; 
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k. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan 

hidup; 

l.      Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

m. Sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan dan 

ekoregion; 

n. Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

o. Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 

p. Penyusunan NSDA dan LH; 

q. Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

r.      Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 

s. Pelaksanaan pengawetan sumber daya alam; 

t.      Pelaksanaan pemanfaatan secara lestari sumber daya 

alam; 

u. Pelaksanaan pencadangan sumber daya alam; 

v. Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim; 

w. Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan 

penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca; 

x. Penetapan kebijakan dan pelaksanan konservasi 

pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian 

kerusakan keanekaragaman hayati; 

y. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan konservasi 

keanekaragaman hayati; 

z. Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan 

keanekaragaman hayati; 

aa. Pengembangan sistem lingkungan informasi dan 

pengelolaan database keanekaragaman hayati; 

bb. Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan 

UKL-UPL); 

cc. Pelaksanaan verifikasi terhadap SPPL; 

dd. Pelaksanaan proses izin lingkungan; 

ee. Koordinasi proses izin lingkungan; 
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ff. Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

(AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, izin lingkungan, audit 

lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup); 

gg. Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup yang 

transparan (komisi penilai, tim pakar dan konsultasi); 

hh. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

ii. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

jj. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.5.1. Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup 

1) Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata 

Lingkungan; 

2) Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan penyelarasan kebijakan lingkungan 

hidup; 

3) Seksi Penyelarasan Kebijakan Lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) menyelenggarakan fungsi; 

a) Penyiapan bahan penyusunan dokumen Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 

b) Penyusunan instrumen ekonomi lingkungan hidup 

(PDB dan PDRB hijau mekanisme insentif disinsentif, 

pendanaan lingkungan hidup); 

c) Penyusunan status lingkungan hidup daerah; 

d) Penyusunan indeks kualitas lingkungan hidup; 

e) Penyusunan kajian lingkungan hidup strategis 

kabupaten; 
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f) Koordinasi penyusunan tata ruang yang berbasis 

daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup; 

g) Koordinasi dan sinkronisasi pembuatan Rencana 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

dalam RPJPD dan RPJMD; 

h) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPPLH; 

i) Pemantauan dan evaluasi KLHS; 

j) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan tentang 

RPPLH; 

k) Penentuan daya dukung dan daya tampung 

lingkungan hidup; 

l) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan 

KLHS;sinkronisasi RPPLH nasional, pulau/kepulauan 

dan ekoregion; 

m) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

n) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.5.2. Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan 

Hidup 

1) Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup 

dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata 

Lingkungan; 

2) Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan pemeliharaan dan konservasi lingkungan 

hidup; 

3) Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi; 
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a) Perencanaan konservasi keanekaragaman hayati; 

b) Inventarisasi data dan informasi sumber daya alam; 

c) Penyusunan NSDA dan LH; 

d) Fasilitasi pembinaan penyelenggaraan KLHS; 

e) Pelaksanaan perlindungan sumber daya alam; 

f) Pelaksanaan dan pengawetan sumber daya alam; 

g) Pelaksanaan dan pemanfaatan secara lestari sumber 

daya alam; 

h) Pelaksanaan dan pencadangan sumber daya alam; 

i) Pelaksanaan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan 

iklim; 

j) Pelaksanaan inventarisasi Gas Rumah Kaca dan 

penyusunan profil emisi Gas Rumah Kaca; 

k) Penetapan kebijakan dan pelaksanaan konservasi 

pemanfaatan berkelanjutan dan pengendalian 

kerusakan keanekaragaman hayati; 

l) Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan 

konservasi keanekaragaman hayati; 

m) Penyelesaian konflik dalam pemanfaatan 

keanekaragaman hayati; 

n) Pengembangan sistem lingkungan informasi dan 

pengelolaan database keanekaragaman hayati; 

o) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

p) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

q) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

3.1.5.3. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan  

1) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh 

Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan. 
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2) Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan pengkajian dampak lingkungan hidup. 

3) Seksi Pemeliharaan dan Konservasi Lingkungan Hidup 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meneyelenggarakan fungsi: 

a) Penilaian terhadap dokumen lingkungan (AMDAL dan 

UKL-UPL); 

b) Pelaksanaan verifikasi terhadap SPPL; 

c) Pelaksanaan proses izin lingkungan; 

d) Koordinasi proses izin lingkungan; 

e) Koordinasi penyusunan instrumen pencegahan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup 

(AMDAL, UKL-UPL dan SPPL, izin lingkungan, audit 

lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup); 

f) Penyusunan tim kajian dokumen lingkungan hidup 

yang transparan (komisi penilai, tim pakar dan 

konsultasi); 

g) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

h) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

i) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.6 Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan 

1. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin 

oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala Dinas. 

2. Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai 

tugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan 

dan pengelolaan serta penanganan pencemaran dan 

kerusakan lingkungan hidup. 
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3. Bidang Pencemaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a. Pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara 

dan kualitas tanah; 

b. Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi 

dan non-institusi; 

c. Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

d. Penyiapan baku mutu lingkungan dan sumber 

pencemar; 

e. Penyiapan sarana dan prasarana pemantauan 

lingkungan (laboratorium lingkungan); 

f.      Perumusan penyusunan kebijakan pembinaan terhadap 

sumber pencemar institusi dan non institusi; 

g. Perumusan penyusunankebijakan dan pelaksanaan 

koordinasi terhadap pengelolaan limbah B3 yang 

menjadi kewenangan kabupaten; 

h. Pelaksanaan pengendalian pencemaran pada sumber 

pencemar institusi dan non institusi melalui pembinaan, 

penanggulangan dan pemulihan; 

i.      Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan 

melalui penanggulangan dan pemulihan; 

j.      Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang menjadi 

kewenangan kabupaten yaitu penyiapan, pengumpulan, 

pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan 

penguburan dan/atau penimbunan; 

k. Pengembangan sistem informasi tentang kondisi, 

potensi dampak dan pemberian peringatan akan 

pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup kepada 

masyarakat; 

l.      Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

m. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

n. Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 
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o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

3.1.6.1 Seksi Pemantauan Lingkungan 

1) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala 

Seksi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 

Kepala Bidang Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 

2) Seksi Pemantauan Lingkungan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan 

pemantauan lingkungan hidup. 

3) Seksi Pemantauan Lingkungan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

menyelenggarakan fungsi: 

a) Pelaksanaan pemantauan kualitas air, kualitas udara 

dan kualitas tanah; 

b) Pelaksanaan pemantauan sumber pencemar institusi 

dan non institusi; 

c) Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan; 

d) Penyiapan baku mutu lingkungan dan sumber 

pencemar; 

e) Penyiapan sarana prasarana pemantauan lingkungan 

(laboratorium lingkungan); 

f) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

g) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

2.1.6.2.  Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan 

1) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi berada di bawah 

dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang 

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. 
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2) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

mempunyai tugas melaksanakan pengendalian 

pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

3) Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan 

Lingkungan dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan 

terhadap sumber pencemar institusi dan non 

institusi; 

b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan terhadap 

pengelolaan limbah B3 yang menjadi kewenangan 

kabupaten; 

c) Pelaksanaan pengendalian pencemaran pada sumber 

pencemar institusi dan non institusi melalui 

pembinaan, penanggulangan dan pemulihan; 

d) Pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan 

melalui penanggulangan dan pemulihan; 

e) Pelaksanaan pengelolaan limbah B3 yang menjadi 

kewenangan kabupaten yaitu penyiapan, 

pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, 

pengolahan dan penguburan dan/atau penimbunan; 

f) Pengembangan informasi tentang kondisi, potensi 

dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran 

atau kerusakan lingkungan hidup kepada 

masyarakat; 

g) Pelaksanaan koordinasi pengelolaan limbah B3; 

h) Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan; 

i) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

j) Penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; 

dan 



 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019 - 2024  31 

 

k) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

 

2.1.7. Bidang Penaatandan Peningkatan Kapasitas 

LingkunganHidup 

1. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

2. Bidang Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempuyai tugas 

melaksanakan penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan 

pengelolaan Penaatandan peningkatan kapasitas lingkungan 

hidup. 

3. Bidang Penaatandan Peningkatan Kapasitas Lingkungan 

Hidup dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) meneyelenggarakan fungsi: 

a. Penyusunan kebijakan tentang tata cara pelayanan 

pengaduan dan penyelesaian pengaduan masyarakat; 

b. Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau 

kegiatan yang tidak sesuai dengan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

c. Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas pengaduan; 

d. Penyusunan rekomendasi tindak lanjut hasil verifikasi 

pengaduan; 

e. Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan 

pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; 

f.      Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar 

pengadilan maupun melalui pengadilan; 

g. Sosialisasi tata cara pengaduan; 

h. Pengembangan sistem informasi penerimaan 

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan yang 
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tidak sesuai dengan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

i.      Penyusunan kebijakan pengawasan terhadap usaha dan 

atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

j.      Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

k. Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi 

hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

l.      Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas 

pengawas lingkungan hidup daerah; 

m. Pembentukan tim koordinasi dan monitoring penegakan 

hukum; 

n. Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

o. Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran 

lingkungan hidup; 

p. Penanganan barang bukti dan penanganan hukum 

pidana secara terpadu; 

q. Penyusunan kebijakan pengakuan keberadaan MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 

MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

r.      Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penerapan 

pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 
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s. Penetapan tanah ulayat yang merupaka keberadaan 

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan 

hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak 

MHA terkait dengan perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup; 

t.      Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 

u. Pembentukan panitia pengakuan MHA; 

v. Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

w. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 

pengembangan dan pendampingan terhadap MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

x. Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan 

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

y. Penyiapan model peningkatan kapasitas dan 

peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

z. Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas dan 

peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait pplh; 

aa. Pengembangan materi dan metode pelaksanaan diklat 

serta penyuluhan lingkungan hidup; 

bb. Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan 

lingkungan hidup; 

cc. Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat 

peduli lingkungan hidup; 

dd. Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklan dan 

penyuluhan; 
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ee. Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan 

lingkungan hidup; 

ff. Pengembangan jenis penghargaan lingkungn hidup; 

gg. Penyusunan kebijakan tata cara pemberian 

penghargaan; 

hh. Pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan; 

ii. Pembentukan tim penilai penghargaan yang kompeten; 

jj. Dukungan program pemberian penghargaan tingkat 

provinsi dan nasional; 

kk. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

ll. Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; dan 

mm. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

2.1.7.1. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

1) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

dipimpin oleh Kepala Seksi berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penaatan 

dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. 

2) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai 

tugas melaksanakan penanganan pengaduan dan 

penegakan hukum lingkungan hidup. 

3) Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi : 

a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan tentang tata 

cara pelayanan pengaduan dan penyelesaian 

pengaduan masyarakat; 

b) Fasilitasi penerimaan pengaduan atas usaha atau 

kegiatan yagn tidak sesuai dengan izin perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 



 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019 - 2024  35 

 

c) Pelaksanaan penelaahan dan verifikasi atas 

pengaduan; 

d) Penyusunan rekomendasi tindaklanjut hasil verifikasi 

pengaduan; 

e) Pelaksanaan bimbingan teknis, monitoring dan 

pelaporan atas hasil tindak lanjut pengaduan; 

f) Penyelesaian sengketa lingkungan baik di luar 

pengadilan maupun melalui pengadilan; 

g) Sosialisasi tata cara pengaduan; 

h) Pengembangan sistem informasi penerimaan 

pengaduan masyarakat atas usaha atau kegiatan 

yang tidak sesuai dengan izin perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

i) Penyusunan bahan kebijakan pengawasan terhadap 

usaha dan atau kegiatan yang memiliki izin 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

j) Pelaksanaan pengawasan terhadap penerima izin 

lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan; 

k) Pelaksanaan pengawasan tindak lanjut rekomendasi 

hasil evaluasi penerima izin lingkungan dan izin 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan; 

l) Pembinaan dan pengawasan terhadap petugas 

pengawas lingkungan hidup daerah; 

m) Pembentukan tim koordinasi dan monitoring 

penegakan hukum; 

n) Pelaksanaan penegakan hukum atas pelanggaran 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

o) Pelaksanaan penyidikan perkara pelanggaran 

lingkungan hidup; 
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p) Penanganan barang bukti dan penanganan hukum 

pidana secara terpadu; 

q) Pelaksanaan koorinasi dengan unit kerja terkait; 

r) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; 

dan 

s) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

2.1.7.2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dimpin 

oleh Kepala Seksi berada dibawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Bidang Penaatan dan Peningkatan 

Kapasitas Lingkungan Hidup. 

2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup 

sebagaimana dimaskud pada ayat (1) mempunyai tugas 

melaksanakan peningkatan kapasitas lingkungan hidup. 

3) Seksi Peningkatan Kapasitas lingkungan Hidup dalam 

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksd pada ayat 

(2) menyelenggarakan fungsi: 

a) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengakuan 

keberadaan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan 

tradisional dan hak MHA terkait dengan perlindungan 

dan pengelolaan lingkungan hidup; 

b) Identifikasi, verifikasi dan validasi serta penerapan 

pengakuan keberadaan MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

c) Penetapan tanah ulayat yang merupakan keberadaan 

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 
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dan hak MHA terkait dengan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

d) Pelaksanaan komunikasi dialogis dengan MHA; 

e) Pembentukan panitia pengakuan MHA; 

f) Penyusunan data dan informasi profil MHA, kearifan 

lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

g) Penyusunan kebiajakan peningaktan kapasita MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

h) Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, 

pengembangan danpendampingan terhadap MHA, 

kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; 

i) Pelaksanaan fasilitasi kerjasama dan pemberdayaan 

MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional 

terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup; 

j) Penyiapan model peningkatan kapasitas dan 

peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

k) Penyiapan sarana prasarana peningkatan kapasitas 

dan peningkatan kerjasama MHA, kearifan lokal atau 

pengetahuan tradisional terkait pelindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup; 

l) Pengembangan materi dan metode pelaksanaan 

diklat serta penyuluhan lingkungan hidup; 

m) Peningkatan kapasitas instruktur dan penyuluhan 

lingkungan hidup; 

n) Pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat 

peduli lingkungan hidup; 
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o) Pelaksanaan identifikasi kebutuhan diklat dan 

penyuluhan; 

p) Penyiapan sarana prasarana diklat dan penyuluhan 

lingkungan hidup; 

q) Pengembangan jenis pengahargaan lingkungan 

hidup; 

r) Penyusunan kebijakan serta tata cara pemberian 

penghargaan; 

s) Pelaksanaan penilaian dan pemberian pengahargaan; 

t) Pembentukan tim penilai penghargaan yang 

kompeten; 

u) Pelaksanaan dukungan program pemberian 

penghargaan tingkat provinsi dan nasional; 

v) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; 

w) Penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya; 

dan  

x) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

2.1.8. Unit Pelaksana Teknis  

Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis mempunyai 5 (lima) Unit 

Pelaksana Teknis (UPT) yaitu : 

1. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Ciamis, Kelas A; 

2. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Banjarsari, Kelas A; 

3. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Kawali, Kelas A; 

4. UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan Wilayah 

Panumbangan, Kelas A; 

5. UPTD Laboratorium Lingkungan, Kelas A 



 

INDIKATOR KINERJA UTAMA 2019 - 2024  39 

 

UPTD Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup dengan susunan organisasi : 

1. Kepala UPTD 

2. Sub Bagian Tata Usaha 

3. Uptd Laboratorium Lingkungan 

 

KEPALA UPTD : 

1. Kepala UPTD Kebersihan, Persampahan dan Pertamanan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai 

tugas memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan 

UPTD dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional 

dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang pengumpulan, 

pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS 

dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah kerjanya. 

2. Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program 

kerja dan kegiatan UPTD; 

b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan 

ketatausahaan UPTD; 

c. pengoordinasian dan pelaksanaan pengumpulan, 

pengangkutan sampah/residu dari sumber sampah ke TPS 

dan/atau TPS3R serta pelaksanaan pengolahan sampah dan 

pengelolaan ruang terbuka hijau; 

d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai 

dengan lingkup tugasnya; 

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

UPTD; 

f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan 

UPTD; 
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g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain terkait 

dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya; 

h. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan 

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan 

terkait dengan tugas dan fungsinya. 

  

SUB BAGIAN TATA USAHA 

1. Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang 

berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD  

2. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan 

pengelolaan administrasi umum, kearsipan, kepegawaian, 

keuangan, perencanaan, organisasi dan tatalaksana, 

perlengkapan dan barang milik daerah, serta kerumahtanggaan 

UPTD.  

3. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi :  

a. perumusan dan penyusunan rencana kerja, program dan 

kegiatan Subbagian Tata Usaha;  

b. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, 

keuangan dan perencanaan; 

c. pemeliharaan dan pengelolaan ketertiban, kebersihan dan 

keindahan, rumah tangga, perlengkapan dan barang 

inventaris milik daerah;  

d. pelaksanaan layanan teknis administrasi;  

e. pelaksanaan kegiatan kearsipan, ketatalaksanaan, 

kehumasan dan keprotokolan;  

f. penyiapan, perumusan, penyusunan dan pengolahan data 

kegiatan UPTD;  

g. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait;  

h. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan di 

bidang tugasnya; dan  
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i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait 

dengan tugas dan fungsinya.  

 

UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN 

1. UPTD Laboratorium Lingkungan merupakan unsur pelaksana 

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang 

pada dinas dalam rangka melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan bidang lingkungan hidup sub urusan 

pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan 

hidup yaitu pencegahan penanggulangan dan pemulihan 

pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.  

2. UPTD Laboratorium Lingkungan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.  

3. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan mempunyai tugas 

memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD 

dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau 

kegiatan teknis penunjang di bidang pengujian kualitas 

lingkungan.  

4. Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan 

fungsi:  

a. penyusunan, perumusan dan penetapan rencana, program 

kerja dan kegiatan UPTD;  

b. penyelenggaraan pembinaan organisasi, tatalaksana dan 

ketatausahaan UPTD;  

c. pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan pengujian 

kualitas lingkungan;  

d. pelaksanaan kegiatan teknis penunjang tertentu sesuai 

dengan lingkup tugasnya;  

e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kegiatan 

UPTD;  
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f. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan 

kegiatanUPTD 

 

3.2 TUJUAN 

Yang menjadi tujuan dari dibentuknya Dinas Perumahan Rakyat, 

Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup yaitu : 

1. Meningkatkan tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efesien 

dalam mewujudkan pelayanan prima; 

2. Terwujudnya sarana prasarana perumahan dan kawasan 

permukiman yang berkualitas. 

3.    Terwujudnya upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan 

lingkungan hidup serta upaya pelestarian kawasan lindung dan 

berfungsi lindung melalui pemanfaatan Sumber Daya Alam yang 

berkelanjutan 

 

3.3 SASARAN  

Sedangkan yang menjadi sasaran dari tujuan tersebut yaitu : 

NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KET 

1.  Tata kelola 
pemerintahan 

yang efektif dan 
efesien dalam 
memberikan 

pelayanan 
publik yang 

berkualitas 

Meningkatnya 
kinerja organisasi 

Perangkat Daerah 
dalam memberikan 
pelayanan kepada 

masyarakat 

Indeks Kualitas 
Masyarakat (IKM) 

Sasaran 
Strategis 

Level Maturitas SPIP 

Hasil Evaluasi AKIP 

Kualitas Pelaporan 

Keuangan 

2.  Meningkatnya 
Kualitas  
Perumahan dan 

Kawasan 
Permukiman 

Secara Merata 

Meningkatnya 
ketersediaan Rumah 
Layak Huni 

Persentase 
Peningkatan Jumlah 
Rumah Tidak Layak 

Huni menjadi Rumah 
Layak Huni 

Sasaran 
Strategis 
dan SPM 

Meningkatnya 

Kualitas kawasan 
kumuh 

Persentase Luas 

Permukiman Kumuh 
yang ditangani (%) 

3.  Meningkatnya 
kualitas 

Lingkungan 
Hidup 

Meningkatnya upaya 
pengendalian  

pencemaran 
dan/atau kerusakan 

lingkungan  hidup 

Penggunaan kualitas 
air : PH, TDS, 

Temperatur, DO, 
Debit, TSS, Fecal coli, 

Coliform, BOD, COD, 

Sasaran 
Strategis 
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NO TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN KET 

serta  pelestarian 
kawasan lindung 

dan berfungsi 
lindung serta 

melalui konservasi 
Sumber Daya Alam 

Amonia, Nitrat, Fosfat 

Pengujian Kualitas 

Udara : SO2, NO2 

Pengujian Kualitas 
Tutupan Lahan : TH, 

TnH 

Persentase 

Penanganan dan 
Pengurangan Sampah 

 

 

3.4 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 

Pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Lingkungan Hidup yang menjadi strategi dalam pencapaian sasaran 

strategis organisasi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan kualitas perumahan dan sarana prasarana kawasan 

permukiman; 

2. Meningkatkan kualitas tata kelola kawasan lindung dan berfungsi 

lindung serta Sumber Daya Alam; 

3. Meningkatkan upaya pengendalian pencemaran dan/atau Kerusakan 

Lingkungan Hidup. 

Sedangkan yang menjadi arah kebijakan dalam pencapaian sasaran 

strategis organisasi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 

1. Meningkatkan ketersediaan rumah layak huni khususnya bagi 

masyarakat berpenghasilan rendah; 

2. Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung dan berfungsi 

lindung serta pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam rangka 

Pembangunan Berkelanjutan; 

3. Mengembangkan instrumen kebijakan pengendalian pencemaran 

dan/atau kerusakan lingkungan hidup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah 

khususnya di lingkungan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan permukiman dan 

Lingkungan Hidup Kabupaten Ciamis ditetapkan sebagai dasar untuk menilai 

maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja 

dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan 

akuntabilitas kinerja masing-masing. Pengukuran Kinerja dilakukan untuk 

mengelola kinerja agar organisasi dapat mencapai hasil yang baik dan kinerja 

yang tinggi. Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, 

maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan 

diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik, dan lebih 

berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat 

keputusan - keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan 

keberhasilan dan meningkatkan kinerja di masa yang akan datang. 

 

 




